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Abstrak
 

Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta jual beli berdasarkan Perjanjian

Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas yang hasil pembayarannya dikembalikan pada pihak pembeli dalam studi

putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/VII/2019). Dalam kasus ini PPJB dibuat

dengan syarat tangguh pelunasan. Kemudian Notaris dan PPAT melanjutkan pembuatan Akta Jual Beli

tanpa melakukan konfirmasi pada kedua belah pihak. Selan itu Notaris menyetujui adanya penerapan denda

secara sepihak yang menimbulkan kerugian pada Pihak Penjual. Hal ini menyebabkan Pihak Penjual tidak

dapat percaya kembali, sehingga Pihak Penjual menginginkan pembatalan jual beli dan mengembalikan

uang yang telah dibayar oleh Pembeli. Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif

analitis, dengan alat pengumpul data studi kepustakaan menggunakan data sekunder dan menggunakan

metode analisis kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukan penyebab perbedaan putusan Majelis Pengawas

Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat adalah perbedaan pertimbangan yang mendasari pengenaan sanksi

pada Notaris. Selain itu perbuatan Notaris yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Jabatan

Notaris dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata,

pidana dan administratif. Maka sebagai Notaris dan PPAT selaku Pejabat Umum seharusnya dapat

menerapkan kewajibannya dengan baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris.

<hr>

This thesis discusses the responsibility of a Notary Public in making a sale and purchases deed based on the

full paid-Purchase Binding Agreement, in which the payments are returned to the purchaser based on the

study of the Notary Central Supervisory Board Decision No.04/B/MPPN/VII/2019. In this case, the

Purchase Binding Agreement was made with payment conditions. The Notary and land deed official

continue making the Deed of Sale and Purchase without confirmation from both parties. Besides, the Notary

agreed to the application of the unilateral fines which caused losses to the Seller. This causes the Seller to

not be able to trust again, so the Seller wants to cancel the sale and purchase and return the money paid by

the Buyer. The method of this research is normative juridical, analytical descriptive, with library research

data collection tools using secondary data and using qualitative analysis methods. The results of this study

indicate the cause of differences in the decisions of the Regional Supervisory Council and the Central

Supervisory Council. The difference in considerations that underlie the imposition of sanctions on the

Notary Public. Also, the actions of a Notary that is not following the Law of the Notary Position and cause

harm to other parties can be held liable in a civil, criminal and administrative manner. Therefore, as a Notary
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and land deed official as General Officials should be able to implement their obligations properly as

stipulated in the Notary Position Rules.


